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ABSTRAK

Bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh an&awah umur di
wilayah hukum Polsek Piyungan. Setelah penulis kuglan observasi secara
langsung di wilayah tersebut diketemukan adanyaakimidana yang dilakukan
oleh anak di bawah umur khususnya yang dilakukara galdun 2012. Setelah
melakukan penelitian di lapangan bahwa adanya behek&nakalan yang
dilakukan oleh anak di bawah umur, namun yang saucfifekukan penyidikan
secara khusus oleh petugas di Polsek Piyungan &hyesipada tahun 2012 ada
dua kasus. Kasus pertama yang dialami oleh SdsenBra Xidam Trijaya dengan
kasus perampasan, lalu kasus yang kedua yang dialem Sdra.Muhammad
Aziz Syarifudin dengan kasusnya membawa perempeagi panpa ijin orang
tua/wali dan bersetubuh dengan wanita di bawah ubani.kedua kasus tersebut
penulis tertarik untuk melakukan penelitian tent@agaimana seorang penyidik
melakukan penyidikan oleh tersangka anak tersetpgkah dalam penyidikan
yang dilakukan petugas di Polsek Piyungan sudamsédengan Undang-undang
yang berlaku bagi anak atau malah menyimpang daai yang seharusnya
penyidik laksanakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaa proses
pemberian hak pada tersangka anak yang melakukdakan pidana pada saat
petugas melakukan penyidikan, sedangkan kegunaaelitien ini diharapkan
dapat memberikan masukan yang tepat dan dapat m&ab@tau menambah
wawasan dan prasarana bagi penyidik dalam rangkagwengan anak khususnya
yang ada di Polsek Piyungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adaéamasuk penelitian
lapangar(Field Researchyjakni dari bahan sumber hukum primer sebagai sumber
hukum utama yang di dapat dari lapangan selanjutitggnbah dengan sumber
hukum sekunder sebagai acuan dari Undang-undanglitRenyang digunakan
berupa penelitian deskriptif-analistik yaitu metodealisa data dengan cara
memaparkan semua data yang kemudian dianalisiskl@imya dibentuk suatu
kesimpulan.

Dalam pemberian Hak-hak kepada tersangka anak déveyikan di
Kepolisian Polsek Piyungan sebagian sudah memenuobkur-unsur dalam
penyidikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentaRgradilan Anak.
Selain itu dalam tahap penyidikan, seorang penyiikum memberikan hak-
haknya secara mutlak kepada tersangka anak. Betdashasil wawancara
dengan kedua tersangka diketemukan adanya tindedrdsan yang dilakukan
oleh penyidik berupa tendangan, caci maki, tampdaanpenelenjangan pada saat
dilakukan interogasi dari penyidik.



SURAT PERNYATAAN

Assalamu alailum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jiyanto Putro Nugroho
Nim : 09340112
Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak
dalam Proses Penyidikan™ (Studi Penyidikan Perkara di Polsek Piyungan
Yogyakarta Tahun 2012) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun
sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada
bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam foornoot atau daftar pustaka. Apabila
lain waktu ada penyimpangan dalam karya ini, 'maka penulis akan bertanggung
jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataa ini saya buat agar dapat dimaklumi

Wassalamu alailkum Wr, Wb

Yogyakarta, 31 Mei 2013

- METERAI (L2
TEMPEL ) -

Penyusun

CDOD2ABF701140907

ENAM RIBU BUPIAIL

Jivanto Putro Nugroho
NIM. 09340112




Qo Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UIN-BM-05-07/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu alaikum Wr. Wb
Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan
dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Naima : Jiyanto Putro Nugroho

Nim : 09340112

Judul Skripsi : Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak Dalam
Proses Penyidikan (Studi Kasus Polsek Piyungan
Yogyakarta Yogyakarta Tahun 2012)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi llmu
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoieh
gelar Sarjana Strata satu daiam Tlmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera
diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimakiumi atas perhatianya diucapakan terima kasih.
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb
Yogyakarta. 28 April 2013

Pembimbi

Faisal man Hakim.SH..M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012




'/ Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan
dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jiyanto Putro Nugroho

Nim : 09340112

Judul Skripsi : Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak Dalam
Proses Penyidikan (Studi Kasus Polsek Piyungan
Yogyakarta Yogyakarta Tahun 2012)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Iimu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera
diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatianya diucapakan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 April 2013

Pemb'_L'rppi/g II
M-

Mansur/’ .A,<_;, M.Ag
NIP. 19750430 200604 1 001




(i JUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UIN-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.ITH-SKR/PP.00.9/040/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak
Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus
Polsek Piyungan Yogyakarta)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Jiyanto Putro Nugroho
Nim : 09340112

Telah dimunaqgasyahkan pada : 27 Juni 2013

Nilai Munaqgasah T A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi
IImu Hukum UIN Sunan kalijaga

TIM MUNAQASAH :
etua Sidag

Fais an Hakim.S.H.M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012

Iswantoro,
( ,,15”111117).;19661010

xPhil.. Ph.D
31002

vi



MOTTO

» Lebih baik pernah merasakan Kegagalan
dan Kecewa daripada tidak pernah
merasakannya sama sekali, jangan hitung
berapa kali kita jatuh , tapi hitunglah
berapa kali kita bangkit.

> Do’a adalah Harapan dan Kepercayaan kita
kepadaNya. Perjuangan adalah
Pembuktian bahwa do’a kita tulus adanya.
Tuhan tidak akan merubah nasib jika kita
tidak benar-benar berusaha untuk
merubahnya

» Tidak ada orang bodoh untuk mencapai
cita-cita, yang ada hanya pemalas

vii



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai wujud terima kasih, rasa cinta dan kasiarggykarya kecil ini
kupersembahkan untuk orang-orang yang telah membaméndukung, dan
memotivasiku, sehingga apa yang aku harapkan sefadapat terwujud, thanks

to:

» Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas Rahmat, Hidayah,ldayahNya,
yang telah mendengarkan dan mengabulkan semua [Bewda

permohonanku.

» Kedua Orangtuaku yang paling kucintai dan kusayaMsrjono dan
Maryati. Untuk kedua simbahku dan segenap keludrgsar Simbah
Untung Hasibuan yang telah memberikan dukungan moralerial dan
spiritual selama aku menempuh pendidikan hinggakaga memperoleh

apa yang menjadi cita-citaku selama ini.

» Kedua adikku tersayang, Ario Pamungkas dan Alvin Q&tais yang

selalu bandel tetappi kalian selalu memberikan sgatebuat ak.

» Untuk Bripka Om Tri Purnomo, Brigadir Danan Purwaian rekan-
rekan dari Polsek Piyungan yang ikut serta membaaya dalam

penulisan skirpsi ini.

» Untuk temen-temen/sahabat-sahabat [Imu Hukum aagkd009 yang
selalu memberikan motivasi, do’a serta semangaikuetrus berusaha dan

tidak mudah putus asa.

> Untuk seseorang yang telah menemaniku selamarinset@rusnya, terima

kasih dukungan dan semangatnya

viii



KATA PENGANTAR
a1 A sy
e oSy Bty B s ez OF agaty ) Y O agsl Lol oy s
dy BT cpmal sty T oy Wi ol U1y oY1 O3
Alhamdulillah, puji syukur yang tidak terhingga gesun panjatkan ke
hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kagang, rahmat, karunia
dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalasanrdunia dan akhirat.
Dia memberikan kemudahan dan tumpahaan salam psayeh skripsi
ini, hinga penyusun dapat menyelesaikan walau patdéanyak cobaan dan
rintangan yang menghadang. Shalawat dan dsalamgsesenantiasa tercurah
kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, yang meriwrhatnya dari zaman
yang mulia ini, beserta keluarga, sahabat, dan istaa diseluruh dunia ini.
Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsidiak thkan terwujud
tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi denbagai pihak. Dari itu
peyusun menghaturkan terima kasih yang sebesaryaseepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'rie selaku Rektor Unsitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A..M.Phil..Ph.D, selaku Dek&akultas
Syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunalijdga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H.M., Hum. selaku Ketua Prddiul Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Ned&rnan Kalijaga

Yogyakarta.



4. Bapak Ach.Tahir,S.H.I.,LL.M.,M.A. selaku Sekertaf®sodi IImu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sur&ai Jaga
Yogyakarta.

5. Bapak Faisal Lugman Hakim, S.,H,.M, Mum. Selaku Ferbing | yang
selalu sabar memberikan koreksi, motivasi dan menripig penyusunan
skripsi

6. Bapak Mansur,S,Ag,M.Ag. selaku Pembimbing Il yanggda ikhlas
mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulis@aoipun
penyelesaian skripsi ini

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umandan Dosen-
dosen limu Hukum pada khususnya yang telah mevearigknunya selama
penyusunan studi di Fakultas Syari;ah dan Hukum UlNa8 Kali Jaga
Yogyakarta.

8. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalametesajkan skripsi
ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu pessthoga menjadi amal
kebaikan disisi Allah SWT.

Atas semua bantuan yang diberikan, penyusun mepkgacgerima kasih
yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang tefabantu dalam penyusunan
skripsi ini.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa sknipsiasih jauh dari

sempurna. Semoga ini bermanfaat bagi semua, khysbsigi penyusun sendiri.

Yogyakarta,1 Juni 2012

Jiyanto Putro Nugroho
NIM: 09340112




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...t i
AB ST RAK . e ii
SURAT PERNYATAAN L.t e e e ili
NOTA DINAS PEMBIMBING ....c.uiiiiiiiiiiii e iv
HALAMAN PENGESAHAN ... Vi
MOTTO e e ettt ettt ea e Vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ... viii
KATA PENGANTAR ..ot IX
DAFTAR ISI ..t et et Xi
BAB I. PENDAHULUAN ..ot ettt 1
A. Latar Belakang Masalah...............c...iiceemii i 1
B. Rumusan Masalah............ccccccoiiiiiiiimmeeee e, 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian...........cccccooeevviieeiinnnnn... 7
D. Telaah Pustaka.............coooiiiiiiiiiiii e 8
E. Kerangka TeoritiK ...........cooviiiiiiiiiiieeeeie e 9
F. Metode Penelitian ...........ccoooeiiiieeiees oo 15
G. Sistematika Pembahasan ............c..ccooo e 17
BAB Il.  TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN HAK
TERSANGKA ANAK . ...t 19
A, PenyidiKan ........ooooiiiiiiiiii e 19
1. Pengertian PenyidiK..............cooiiiiiiiimmiiiiie, 18
2. Yang Berwenang dalam Proses Penyidikan .............. 24
3. Jangka Waktu Penyidikan dan Penahanan .............. 29
B. Hak Tersangka Anak.............ccooovvviiiiiiicemmmmecee e 34
1. Pengertian ANaK.........ccocoovviiieiiiiiie e 34

2. Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan. ... 44

3. Hak-hak Anak dalam Konvensi-konvensi Internasional .66

Xi



BAB Il

BAB IV.

BAB V.

GAMBARAN UMUM POLSEK PIYUNGAN .......ccooeeven vannes 69
A. Letak Geografis ......coceiviiiiiiiiiii s 69
B. Struktur OrganiSasi .............eeeeieviiiicceeee e eeiie e e ee e 70

C. Statistic Criminal Anak pada tahun 2012 .....ueveeeeveeene.. 75

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PROSES
PENYIDIKAN DI POLSEK PIYUNGAN .......cuuuuiiiiiinen 77
A. Proses Penyidikan terhadap Tersangka Anak yangdada

Kepolisian Polsek Piyungan .............ccooimiiiiiiinniieeeeeenns 77
B. Penyidikan Anak terhadap Tersangka Anak Ditinjau reeca

YUIAIS e et e e 95
PENUTUP ...t 113
A, KeSIMPUIAN......coooiiii e 113
B. SaAran .......cooiiii s 115
DAFTAR PUSTAKA . .. e e 116
LAMPIRAN-LAMPIRAN ....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s 119
CURRICULUM VITAE ..ot 121

Xii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penghargaan terhadap hak-hak manusia,tidak habgaikdin kepada
sebagian orang, namun diberikan kepada semua deanp memandang
umur, status, situasi serta kondisi seseorang.n§ghisemua orang berhak
mendapat jaminan terhadap hak asasinya masinggnaMaka seiring
berkembangnya pembangunan nasional yang merupakdernisasi dapat
membawa dampak positif maupun negatif. Banyak p&easyang menarik
perhatian masyarakat akhir-akhir ini, yaitu dengsemakin banyaknya
perbuatan pidana, kenakalan anak-anak atau memnygkdeviasi serta anak-
anak terlantar.

Adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas pekmagghukum,
maupun terhadap ketentuan Undang-Undang oleh pelaku muda dan
dengan perkataan lain telah terjadi peningkatanakaan remaja yang
mengarah pada tindakan kriminal, mendorong penmkivatuk memberi
perhatian akan penanggulanganya, khususnya dididakum pidana (anak)
beserta hukum acaranya. Untuk itu hak-hak tersamgiek dalam proses
peradilan anak harus dipenuhi agar anak tidak raetiasgikarn:

Diperlukan perlakuan khusus terhadap pelaku tindalana yang

masih muda usianya. Cara petugas untuk menangsuns kimdak pidana anak

! Agung Wahyono dan Siti Rahaytinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesiat.
pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993),him.2.



harus berbeda dengan cara penanganan kasus timtdala fyang dilakukan
oleh orang dewasa. Perbedaan tersebut diperlukagingat sifat khas dari
anak yang masih membutuhkan perlidungan dan bantuaik melaksanakan
serta mengembangkan hak-hak yang ada dimiliknyalinBeengan anak
adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptk&adisi agar setiap
anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya derkérpbangan dan
pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fiséqtal, maupun sosial.
Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasimrtanggungjawab dan
bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yandfefaektefisien terhadap
perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.Dalasal Pla angka 2
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlinduAgak dijelaskan
bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan umekjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidupbt, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hdedatmartabat kemanusiaan
sertamendapat perlindungan dari kekerasan danirdisksi. Hal tersebut
didukung dengan ketentuan yang tercantum dalaml Basadang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang tujuaimBengan Anak yaitu
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar ddgidaip, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sedelagan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungain kdkerasan dan
diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yandkimditas, berakhlak
mulia dan sejahtera. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nagmdahun 2002

tentang Perlindungan Anak, telah diatur bahwa yaegkdwajiban dan



bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindurgnak adalah
negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan twang

Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2G5feataskan
bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhaddpagan hukum
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 adalaputhelnak yang
berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak magdayang merupakan
kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat

Perbuatan melanggar hukum atau perilaku kenakaag dilakukan
anak disebabkan oleh berbagai macam faktor, ay@i@alah akibat dampak
negatife pembangunan, arus globalisasi dibidangrmmdsi dan komunikasi,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IptekhgBeuh lingkungan serta
gaya hidup yang membawa perubahan social yang re@ndalam kehidupan
masyarakat dan pada akhirnya akan membawa pengmdé nilai dan
perilaku pada anak. Kurangnya perhatian dan kaayarg dari orangtua
karena kesibukanya sehingga mereka melalaikan tagggwabnya sebagai
orangtua dapat berakibat anak menjadi frustasimdadah terseretpada arus
pergaulan yang kurang sehat (negatife). Dalam prdeeskian anak akan
sering tidak dapat mengendalikan kepribadianya (jiaa sehingga mudah
tergelincir kealam yang dinamakan kejah&@teh kerena itu penyelesaian
tersebut benar-benar dilakukan untuk kesejahtesask dan kepentingan

masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya hukuikedailan.

2 Arif GositaMasalah Perlindungan Anakcet. kedua,(Jakarta:Presindo Akademika,
1989), hal. 11-12. Lihat juga dalamtp://Wikipedia.ConDiakses tanggal 8 Maret 2013.am.12.31.
Masalah Terkait Perlindungan Anak Indonesia




Namun sering terdengar dan disaksikan bahwa perigatuterhadap
anak-anak tidak maksimal. Banyak peristiwa dan kamdyang dapat
dijadikan bukti bahwa anak belum bisa mendapatlahnpungan itu. Untuk
mendukung hal tersebut dalam proses penyidikananmak-hak di dalam
penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukah ahak, ditujukan
semata-mata bagi peningkatan dan pengembangarngabsgi kesejahteraan
anak tersebut. Perlindungan anak juga terwujud ndalembentukan
pengadilan anak, yang maksudnya dalam hak ini @msag(Negara) harus
memberikan pertolongan bagi anak yang terjerat laadgproses hukum,
bukan dipidana melainkan dilindungi dan diberi bant

Praktek yang terjadi selama ini dalam penyidikaalad penyidik
cenderung merasa puas jika mampu menyikap suaitiyearsebagai tindak
pidana dengan bukti pengakuan tersangka. Demi matigap pengakuan
inilah penyidik tidak jarang melakukan penekanangb@nan terhadap
tersangka baik secara fisik maupun mental sampsarigka mau memenuhi
kehendak penyidik untuk memberikan pengakuan. Sebga hal seperti ini
dapat dihindari dalam proses pemeriksaan yang bgrapekanan-penekanan
atau pemaksaan.

Bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh dndkwah umur
di wilayah hukum Polsek Piyungan dan setelah mekakwdbservassi secara

langsung di wilayah tersebut. Untuk mengetahui magaa seorang penyidik

3A.Qirom dan E. SumaryonoKejahatan Anak Suatu Tinjauan Psikology dan
Hukum(Yogyakarta: Liberty). Sudarsdapita Selekta Hukum Pidaeet.pertama, (Bandung,
1986),him. 131.



yang melakukan penyidikan terhadap tersangka anb&veah umur. Apakah
dalam proses penyidikan tersebut sudah sesuai midgyaturan Perundang-
Undangan yang berlaku atau malah menyimpang dariyapg seharusnya
penyidik lakukan.

Dalam observasi yang penulis lakukan di Polsek Rjgnnbahwa
adanya beberapa kenakalan yang dilakukan anakvdatbaimur terutama
pada saat tahun 2012 seperti perkelahian, tawurtr palajar di wilayah
tersebut namun hanya ada dua kasus yang dilakud@yndikan lebih lanjut
oleh pihak Kepolisian, yakni kasus perampasan denganggunakan senjata
tajam dan pemerkosaan yang dilakukan anak di bawain.

Setelah melakukan penelitian di lapangan dan oasesecara langsung
kepada beberapa tersangka anak yang pernah memeiamdikan di Polsek
Piyungan karena tersandung masalah hukum, darirdg@beresponden
mengatakan bahwa pada saat dilakukan penyidikatatea saat dilakukan
interogasi untuk menggali kasus yang terjadi, kegietersangka menjelaskan
bahwa saat menjalani penyidikan tersebut terdapa¢rbpa penyidik yang
melakukan kekerasan baik secara fisik maupun padatain anak dan
menggunakan bahasa yang tidak semestinya dibetiq@ada anak, walaupun

si anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum.

Penyidikan yang dilakukan dengan cara-cara kekerdsa penekanan
jelas bertentangan dengan rasa kemanusiaan, lgakatartabat seseorang
yang sudah dikenal dalam KUHAP karena tidak seselagan tujuan perkara

pidana, yang ingin mengejarkebenaran materiil. Bahkengakuan yang



diberikan oleh tersangka karena penekanan dan dsker tanpa
memperhatikan hak-hak tersangka adalah merupakamhgang diragukan
kebenarannya.

Bertiti tolak atas uraian yang telah dikemukakanaths, penulis
tertarik untuk mengkaji dan mengadakan suatu péarelli Kepolisian Resort
Piyungan, Yogyakarta. Tidak hanya garis besar, nasegara mendalam
sampai kepada hal-hal yang menjadi dasar bagi ginglalam melakukan
suatu penyidikan tehadap tersangka anak melaluiulipan yang
berjudufUPAYA PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA ANAK
DALAM PROSES PENYIDIKAN.(STUDI KASUS: POLSEK

PIYUNGAN YOGYAKARTA TAHUN 2012)".

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan latar belakang penulisamurhuii, maka
perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tersangka ahalPolsek
Piyungan?
2. Apakah dalam proses penyidikan di Polsek Piyungasahgka anak

sudah memperoleh Hak-haknya sesuai Peraturan Rergruchdangan ?

4 Lilik Mulyadi, Pengdilan Anak Indonesia,cet. I, dBdung: Mandar Maju,2000,him.29



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang dilakukan tentang uppgdindungan
hak-hak tersangka pada anak adalah untuk menjelasktang bagaimana
proses penyidikan pada anak di bawah umur di Ksjpoli Polsek

Piyungan dan apakah sudah sesuai pada sistem gdagubsaat ini.

2. Kegunaan Penelitian

Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat meikae
sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada uyaman hukum
pada khusunya, serta bagi rujukan pada peneligahuinya.

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan batmasukan
yang tepat dan dapat memberikan atau menambah aawaa penambah
prasarana bagi penyidik dalam rangka upaya penigain hak-hak
tersangka anak dalam proses penyidikan. Sedangigh gemerintah
dapat memberikan masukan bahwa di dalam perlindurageak juga
terwujud dalam pembentukan pengadilan anak, hal mengandung
maksud bahwa Penguasa (Negara) harus bertindak aapaimk-anak
membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang nik@akkejahatan

bukanya dipidana melainkan harus diberi bantuan.



D. Telaah Pustaka

Melalui telaah pustaka yang dilakukan peneliti, ababerapa
penelitian yang berhubungan dengan upaya pemenifleinak tersangka
anak, antara lain :

Dalam skripsi Laila Jauharoh yang berjudul “(Hak-Hakakrdalam
Perspektif Konvensi Hak-hak anak (KHA) dan Hukum Igfqih)” yang
membahas mengenai perlindungan untuk anak ditataglieda Konvensi Hak
Anak (KHA) dalam hukum Islam (figh).

Penelitian lainyang dilakukan oleh Leny Eka Norvtysysihyang
berjudul“Upaya Perlindungan Hak dan Pertanggung jawaBidana Anak
yang Melakukan Tindakan Crimindi”Di dalam penelitian ini cakupannya
masih luas dengan penelitian yang peneliti lakukanena dalam penelitian
yang saudara Lenyi lakukan, peneliti bermaksud kunengetahui dan
menganalisis upaya perlindungan dan pertanggungabamw anak yang
melakukan tindakan kriminal dalam praktek persidenglan eksekusi di
Pengadilan.

Dalam skripsi Erni Widhayanti yang berjudul “Hak-hd@krsangka/
Terdakwa dalam KUHAP”. Dalam skripsi tersebut merjeden gambaran
kedudukan tersangka dan dalam proses Peradilanpatenu sosok yang
lemah, mengingat yang bersangkutan yang lebih tggkini Negara lewat

aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbangmeiahirkan suatu

®Laila Jauharoh “Hak- Hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-alak (KHA) dan
Hukum Islam (figih) Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunatijiga, 2004.

®Lenya Eka Norvityaningsih“Upaya Perlindungan Hak dan Pertanggungjawaban
PidanaAnak yang Melakukan Tindakan CriminaBkripsi, UPN Veteran Surabaya, 2005.



gagasan bahwa tersangka dan terdakwa harus mermapgaan secukupnya
menurut aturan hukum agar memperoleh aturan hukgan memperoleh
keadilan hukum yang sebenarriya.

Dalam skripsinya Yuli Lismayanti yang berjudul “Hakkh@ierdakwa
dalam Proses Pemeriksaan Perkara”, membahas teatasgasas hukum
acara pidana dan berisi pokok-pokok materinya sttap-tahap tentang
pemeriksaan dalam acara yang dimulai dari pemenikdasidang Pengadilan
sampai putusan Pengadilan bahkan sampai pada tp&yan disampaikan
dijelaskan pula menjadi pedoman dalam beracara edigatilarf. Yang
terakhir dalam skripsi saudara Toto Arfiyanto yahgrjudul “Hak-hak
Tersangka dalam Proses penyidikan”. Dalam peneliiemembahas tentang
bagaimana pemberian hak tersangka orang dewasagkedapeneliti hanya
khusus membahas tentang pemberian hak terhadamdkes anak di bawah
umur?

E. Kerangka Teoritik

Tersangka merupakan sebutan atau status bagi tipidaka sesuai

tingkat atau tahap pemeriksaan. Dalam Pasal 1 KWHAP mengartikan

tersangka adalai’:

"Erni Widhayanti, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAPRSkripsi
(Yogyakarta: Liberty,1988), him.24.

Syuli Lismayanti, “Hak-Hak Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkar&kripsi, Fakultas
Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2003.

*Toto Arifiyanto, “Hak-Hak Tersangka dalam Proses PenyidikaSkripsi, Fakultas
Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

%A, Hamzah Irdan DahlarRerbandingan KUHAP HIR dan Komentédakarta: Ghalia
Indonesia,1985),him. 5.
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“Seorang yang karena perbuatanya atau keadaangasbekan alat
bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tirpddéna ”.

Berdasarkan fungsi KUHAP menurut Van Bemmelen ada tig
pembagian antara lain: mencari kebenaran sejampegan keputusan oleh
hakim, melaksanakan keputusan. Dalam ketiga tujaesebut, yang paling
penting karena menjadi tumpuan kedua tujuan bewaytialah mencari alat
bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampaiapauitusan (yang
seharusnya adil dan tepat) yang dilaksanakan alefaj*

Dalam konteks ini pelaksanaan KUHAP membagi tiga miste
pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dalam petaea hukuman. Dalam
sistem permulaan atau pendahuluan, terdapatlakassitor yaitu tersangka
hanyalah merupakan obyek dalam pemeriksaan, tiggkpanyai hak apa-apa
dan segala tindakan dilakukan dalam keadaan yatak tierbuka untuk
umum?? Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah makendapat
hak-hak seperti yang termuat dalam KUHAP mulai dagaP50 sampai Pasal
68 hak-hak itu meliput®
1. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalamsppesyidikan
2. Hak untuk mendapat juru bahasa
3. Hak untuk mendapat bantuan hukum
4. Hak untuk mendapat kunjungan keluarga

5. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas k&dpgedan hakim

1 Andi Hamzah,Hukum Acara Pidana Indonesi&disi kedua, cet.3 (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), him.8-9.

12 C.S.T Kansil,Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indone§lakarta: Balai
Pustaka,1986),him.334-335.

¥KUHAP Selengkapnya,
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6. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka datakeva yang ditahan
dan lain-lain.

Dalam konteks ini Hak-hak tersangka khususnya dibarikepada
anak yang berhadapan dengan masalah hukum haarsndiin dan dijunjung
tinggi Hak-haknya oleh penyidik khususnya di Pol&&ungan Yogyakarta.
Proses interogasi atau menggali keterangan daartgka khususnya anak,
tidak boleh melanggar hak-hak tersangka, apalaganggar harkat dan
martabat tersangka , karena bagaimanapun jugangeanak yang tersandung
masalah hukum bukan dihukum,namun harus diberileahbaknya sebagai
tersangka dan dilindungi agar anak tidak merasagiian. Demi adanya
hukum yang melandasi, menjadi pedoman serta sar@neapainya
kesejahteraan dan kepastian hukum khususnya bakjiyamg terpaksa harus
berhubungan dengan hukum. Maka pada tahun 1979 rtBey@a Kehakiman
Republik Indonesia memprakarsai penyusunanan RUddP&n Anak, akan
tetapi baru diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Ridpuidonesia pada
tahun 19957

Akhirnya setelah mendapat perubahan, pada tanggdbek&mber
1996 DPR menyutujui RUU peradilan anak, kemudiaraltdkan menjadi
Undang- undang pengadilan anak.

Pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah mengesahidang-undang
Pengadilan Anak, yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 188fahg Pengadilan

Anak, dimuat dalam lembaran Negara Republik Indon€alaun 1997 No.3

¥ Gatot Supramanadukum Acara Peradilan Analcet. |, (Jakarta: Djambatan,2000).
Him. 25
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dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia6Bi®.3)ndang-undang
ini berlaku mulai tanggal 3 Januari 1998.

Dengan melihat lahirnya Undang-Undang Pengadilan Aeedebut,
tampak bahwa sesungguhnya kita hendak mewujudkamlsgbenanganan
terhadap perkara anak yang terlibat dengan tindidnp yang lebih baik dan
penangananya memperhatikan kepentingan anak sahamgik yang terkena
kasus di dalam tindak pidana tidak dirugikan sefiaifa maupun mentalnya,
karena Undang-undang tersebut sebagai pelindung tdareng dalam
penyelidikannya agar tidak semena-mena dalam méeikyelan agar selalu
memberikan hak-haknya terhadap tersangka anak.

Undang-undang Pengadilan Anak yang telah disahkanef@ah
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat tersebutypaiean suatu
kebutuhan yang mendasar dalam rangka menciptakatn sistem Undang-
undang yang bulat dalam rangka perlindungan HaktBedangka anak dan
penanganan anak bermasalah di Indonesia.

Pokok-pokok pikiran perlakuan khusus bagi anak yargjakukan
kejahatan adalah :

1. Usia muda
Berkaitan dengan asas manfaat yaitu anak-anak aefpagerasi muda dan
penerus perlu diperhatikan masa depannya malaupak-amak sering
melakukan tindak pidana kejahatan.

2. Demi kepentingan anak
Sebagai rasa kepentingan , yaitu dalam rangka raedaghkan anak ke

sidang pengadilan harus diperhatikan akan kepetiagak.
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Jadi pihak penyidik harus memberikan dan melindinadt-hak tersangka
anak tersebut
3. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak

Asas perlindungan, yaitu anak-anak (muda) karendi&bfisik, mental,

dan sosial yang khusus perlu perlindungan daragedn-perlakuan dalam

sidang anak.

Ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentangdRPamaAnak

meliputi hak-hak anak dalam proses peradilan aaitk y°

a. Hak yang diperoleh sebelum sidang pengadilan (anebagmi
tersangka).

b. Hak yang diperoleh selama persidangan (anak setsadakwa).

c. Hak anak yang diperoleh setelah persidangan (anakgae pelaku
kejahatan yang dihukum oleh pengadilan).

Di dalam pelaku kejahatan yang dilakukan oleh araigdn batas usia
yang ditentukan maka anak tersebut tidak dapatiihaj kePengadilan Anak
melainkan menurut ketentuan Pasal 5 Undang-UndamgoN8 Tahun 1997
adalah :

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun (dejagu@ak melakukan
atau diduga melakukan tindakan pidana, maka tephadak dilakukan
pemeriksaan oleh penyidik.

2. Apabila menurut hasil pemeriksaan penyidik berppatdéahwa anak

sebagai dimaksud dalam ayat (1) masih bisa dibraagbua, wali atau

!5 Agung Wahyono dan Siti Rahayliinjauan Tentang Peradilan Anak di Indoneszt,
pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 1993 ),him. 24.

®Maulana Hasan WadonBengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Arakarta:
PT. Grasindo,2000), him. 29.



14

orangtua asuhnya maka penyidik menyerahkan kepadatoa, wali atau
orangtua asuhnya.

3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berppat anak sebagai
mana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibinangite, wali, atau
orangtua asuhnya maka penyidik menyerahkan anaehbigr kepada
Departemen Sosial setelah mendengar pertimbanganPdabimbing
Kemasyarakatan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 281m£002,
perlindungan anak adalah segala upaya untuk memjdam melindungi anak
dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, imdxdeg dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hdammartabat kemanusiaan,
serta mendapat mendapat perlindungan dari kekedasadiskriminast’

Menurut pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 T&002
tentang Perlindungan Anak khusus anak yang berbaddpngan hukum,
EJu:lalah:Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dariaraas
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuamag tydak manusiawi.
Pada ayat 3 pasal tersebut dinyatakan bahwa pemaangkpenahanan, atau
pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sedemgan hukum yang
berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upagkhie’®

Dalam pasal 17 Undang-undang No 23 Tahun 2002, anaf ya
dirampas kebebasanya berhak untuk mendapatkan kyeenla secara

manusiawi dan penempatanya dipisahkan dengan demgsa, memperoleh

bantuan hukum atau bantuan lain secara efektindaktiap tahapan upaya

Ypasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun Z@d2ang Perlindungan Anak.

®Haris Retno Susmiyati dan HariyantBistem Peradilan Anak di Indonesia dalam
Perspektif Hak Asasi ManusigRisalah Hukum Fakultas Hukum,2007), him. 36-43
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hukum yang berlaku dan membela diri dan memperké=dilan di depan
pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihalardakidang tertutup
untuk umum. Dan pasal 2 menyatakan bahwa anak yangatdi korban atau
perlakuan kekerasan seksual atau yang berhadapayardénukum berhak
dirahasiakar?
F. Metode Penelitian
Adapun metode yang digunakan dalam penelitiandalan sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Mengacu pada prinsip perumusan masalah , pendhiiggrmasuk
dalam penelitian lapanganFiéld research?’Artinya penelitian ini
menjadikan bahan hukum primer sebagai sumber hulitama yang
didapat dari penelitian dan data sekunder sebagaipklengkap. Artinya
data dikumpulkan dari data yang didapat dari p&asli berupa
wawancara, daftar pertanyaan, dan observasi paaak-pihak yang
terkait dalam peneliian ini. Sedangkan data sekubdé berupa buku,
KUHAP, Undang-Undang, skripsi-skripsi hukum dan laimlajang
menghubungkan penelitian ini.
2. Tipe Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini aldadeskriptif-
analistik. Yakni penelitian yang bertujuan untukmaparkan data yang

ada dan selanjutnya menganalisa dan mengintefkatasiasalah peranan

9 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perliratudgak. Pasal 17 ayat
1@

Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karo, (ed.Metodologi Penelitan Agama: Sebuah
Pengantay (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), him. 2.
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penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakuknak di bawah
umur?*
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan yudiris normative yadilakukan
dengan melihat undang-undang yang berlaku Indoresiastudy khasus
yang mana cara yang dilakukan penulis dan pengamblihta dilakukan
dengan cara survai, observasi, wawancara pada piads terkait dan
dokumentasi data yang ada.
4. Sumber Data
a. Sumber data primer: Sumber diperoleh melalui sgbnieterangan
atau fakta yang secara langsung diperoleh dari liségpo Polsek
Piyungan Yogyakarta.
b. Bahan hukum sekunder,antara lain terdiri dari :
1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Panadil
Pidana Anak.
4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitap Undangzkiond
Hukum Acara Pidana.
5. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data penelitian ini dengan menak@an deduksi

yaitu mengolah data yang didapat dari sumber hupamer dan sekunder

2150ekanto Soerjon®engantar penelitian hukyrfUl, Press, Jakarta,1986), him. 68-69
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dengan analisis deduktif yaitu analisis dari hadlyl@ang bersifat umum ke hal-

hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsirinaghr dapat
dipahami secara integral dan terarah, penyusun goeagan sistematika
yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah dalgy dirumuskan sejak
awal yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang mapcdtar
belakang masalah dengan mengungkapkan landasastandpemikiran,
sehingga dapat diperoleh bebrapa pokok permasaléijaan dan kegunaan
diadakannya penelitian, telaah pustaka, kerangh@tike metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini mendeskripsikan tinjauamura tentang
penyidikan dan hak tersangka anak, diantaranya mmeasb tentang
penyidikan, yang meliputi tentang pengertian péiRyi yang berwenang
dalam proses penyidikan dan jangka waktu penyidianpenahanan. Dalam
pembahasan yang kedua tentang hak-hak tersangka mafiputi tentang
pengertian anak ,hak-haktersangka dalam prosesdieny dan yang terakhir
tentang hak-hak tersangka anak dalam konvensi-ksinueternasional.

Bab ketiga, dalam bab ini membahas tentang Polsekdgan. Dalam

hal ini menguraikan tentang letak geografis dan afgafis, struktur
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organisasi dan statistik kriminal anak pada tah0&22di wilayah hukum
Polsek Piyungan.

Bab keempat, dalam bab ini menguraikan tentangeprpgnyidikan
terhadap tersangka yang ada di Kepolisian PolsgknBan danmenguraikan
tentang analisis perlindungan hak-hak anak dalaosesr penyidikan di
Kepolisian Polsek Piyungan.

Bab kelima, bab ini adalah bab terakhir berupa rkpalan yang
menjawab dari pokok masalah yang ada dan telah Idisngpada bab

sebelumnya yang berguna bagi kemajuan ilmu hukum.

BAB Il

TINJAUAN UMUM TENTANG
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melakukan tindakan pidana. Petugas meminta pentigara
dari psikolog atau Pembimbing Kemayarakatan setennuiak

itu serta membantu menyelesaikan masalah yangutiailoleh
anak , akan di kembalikan kepada orang tua/walinga a
menyerahkan ke Departemen Sosial untuk pembinakih le
lanjut.

Namun selama dia menjabat sebagai penyidik di Polsek
Piyungan belum ada dia menangani masalah anak vdahba
umur 8 tahun yang melakukan perbuatan pidana diyahla

hukum Polsek Piyungan.

7. Tentang Bantuan Hukum

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Pasal 16 dan 17 mengatakan bahtiap
anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidam@gibw
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainya sedéakéf
dalam setiap tahapan hukum yang berlaku.

Dalam proses penyidikan yang dialami oleh kedua
tersangka yang pernah menjalani penyidikan di Rolse
Piyungan, tersangka tidak perrnah menggunakan paraja
ataupun advokat untuk membantu permasalahan yaalgrdli
dikarenakan tidak mampu dalam menyewa pengacarautNam

lain hal bahwasanya disini yang sedang mengalamsepro
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penyidikan adalah anak-anak di bawah umur yangtsepya
mendapatkan bantuan hukum dari pihak yang terkaitiku
mendampinginya dalam penyelesaian kasus yang dralam
Dari kedua kasus tersebut pihak Kepolisian memaerik
bantuan hukum yang dilakukan oleh anak di bawahrumu
dengan mencarikan bantuan hukum dari Balai Peranalsgtan
kelas llb  Wonosari Gunungkidul Yogyakarta untuk
memperlancar proses penyidikan, penuntutan dandpegan
agar pihaknya melakukan penelitian kemasyarakatamtuk
mempermudah  dalam menyelesaikan permasalatary y
dialami oleh kedua belah pihak. Dengan adanya Riametian
bantuan dari Balai Permasyarakatn tersebut Klierra.Sd
Priasmara Xidam Trijaya hanya dibebani dengan hukuampe!
setiap hari senin dan kamis selama kurun waktu l@nbdi
Polsek Piyungan Yogyakarta, sedangkan klien Sdraalkhumad
Aziz Syarifudin walaupun mendapatkan Bantuan dariaiBal
Permayarakatan dikarenakan pihak keluarga korbanpdeak
korban tidak terima atas apa yang dilakukan kepgdatan
menyuruh pihak polisi meneruskan kasus tersebutakep
penuntutan maka dari pihak polisi meneruskan kesssbut ke
tahap penuntutan hingga ke Pengadilan Negeri Bamtulk di

persidangkan. Sehingga Sdra.Muhammad Aziz Syarifutiin
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hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengdtuiman
2,5 tahun Penjara.

Menurut penulis dalam proses penyidikan dan peraberi
Hak-hak kepada tersangka anak di bawah umur yangkoiein
tindakan pidana yang diproses di Kepolisian PoBgkingan
sebagian sudah memenuhi criteria penyidikan denggh.
Namun ada dibeberapa point saat proses penyidikag ya
menurut penulis belum memenuhi unsur-unsur Kkaiteri
penyidikan yang mengacu dengan Undang-undang Nd8nTa
1997 tentang Peradilan Anak. Terbukti pada saatkudin
penahanan dan saat dilakukan interogasi terhadapntgka.
Dalam penahanan menurut Undang- Undang Peradilan Anak
Pasal 43 ayat 1 dan 2 bahwasanya penyidikan tersaanugkk
jangka waktu penahananya hanya 20 hari, bila pdwmndiya
belum selesai bisa diperpanjang 10 hari, jadi dajangka
waktu 30 hari bila berkas perkara belum selesai nedsangka
anak harus dikeluarkan demi hukum.

Namun pada penahanan dari kedua tersangka yantispen
teliti, pada saat dilakukan penahanan guna perayidi&leh
pihak polisi, mereka mengalami penahanan yang mamak
waktu 60 hari. Hal tersebut jelas kurang sesuai delgalang-
undang Peradilan Anak yang seharusnya diberikandikepaak

yang tersandung masalah hukum. Dalam penahanartealg



112

lama dan tersangka tidak segera diproses, makanghka akan
merasa nasibnya terkatung-katung dan kalau senwkia bisa
tersangka bisa mengalami goncangan spikis dan mgata
apalagi disini yang diproses adalah tersangka g|aag masih
di bawah umur.

Selanjutnya dalam tahap interogasi, disini peahyid
melakukan penekanan-penekanan baik secara fisikpumau
mental pada si anak demi mendapatkan pengakuanheray
dan jujur dari seorang penyidik. Hal-hal sepertijélas sangat
merugikan antara kedua belah pihak, dari penyidikipan dari
tersangka anak tersebut. Dari penyidik karena didaku
kekerasan itu anak cenderung merasa takut dan ceetasgga
data yang didapatkan jadi tidak benar dan tidakaksesuai
apa yang diinginkan dari penyidik. Sedangkan dahalp
tersangka anak akan mengalami penderitaan bakkrfisupun
mental dari hasil penyidikan yang dilakukan dengara-cara
seperti itu. Harusnya pada saat penyidikan terhaeegangka
anak, seharusnya dikemas dengan suasana kekeluargaa
Seorang penyidik pada saat melakukan penyidikanadeep
tersangka anak harus mengedepankan sifat simpatilefktif
yakni untuk saling menghormati, menghargai, danjomgumng

tinggi akan Hak-haknya walaupun status anak adelahrngka.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari berbagai bab-bab awal yang telah dibahas balmyasdapat
ditemukan fakta-fakta sesuai dengan apa yang adgerndpat penelitian

menerangkan bahwa:

1. Proses penyidikan dan penahanan yang ada ke KiepoR®lsek Piyungan
dari kasus yang pertama sebenarnya sudah mememitdiiak tentang
penyidikan dengan baik. Tetapi lain halnnya dalasuk kedua yang yang
dialami oleh saudara Muhammad Aziz Syarifudin yaalaumh jangka waktu
penyidikan memakan waktu lama kurang lebih 60 hareka penyidik harus
menunggu hasil visum dari korban untuk dijadikamt abukti untuk
penyidikan lebih lanjut. Seharusnya sesuai Undanigwug No.3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak pasal 43 menerangkan pemaltm penyidikan
yang dilakukan oleh anak hanya boleh dilakukamselurun waktu 30 hari.
Dalam waktu tersebut bila penyidik belum menyekesaiberkas perkara
kepenuntut umum, anak harus dikeluarkan demi hukum.

Faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak yarigkmen
tindak pidana yang menjalani penyidikan di Polsegugan yang
pertama adalah karena kondisi ekonomi yang tidakpmoa pendidikan

rendah, lingkungan pergaulan dan masyarakat yamgkbudan yang
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terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak Ioanism Menurut
Undang-Undang No.3 tahun 1997 pasal 4 : batas umak makal yang
dapat diajukan ke sidang pengadilan anak adalabraeg-kurangnya 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 [fdeldelas) tahun dan

belum pernah kawin.

2. Dalam kasus tersangka anak yang melakukan perbymatna di
Polsek Piyungan bahwasanya pada saat dilakukandgeary tersangka
belum mendapatkan hak-haknya secara muntlak tesusaat dilakukan
interogasi kepada tersangka anak. Dipembahasan diisat bahwa
diketemukan adanya tindak kekerasan baik secakanfigupun mental
pada tersangka saat menjalani penyidikan di PoRskingan. Hal
tersebut sangat tidak sesuai dengan peradilan daaktujuan tentang

pemidanaan anak.
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. Saran

. Bagi para pejabat kepolisian atau hakim hendakngbhat pada umur
anak yang sedang diproses, apabila anak terselomt Ileencapai umur 8
tahun sebaiknya di kembalikan kepada orang tuamymah di berikan
sanksi untuk pihak yang di rugikan.

. Dalam melakukan proses pemidanaan anak di bawabh, iolisi harus
lebih memperhatikan lagi hak-hak yang seharusnsiia oleh anak.

. Dalam menangani kasus seperti ini Polisi dan Hakamus adil dan tidak
berat sebelah. Oleh karena itu yang berlaku lelamatadalah Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anakpdata KUHAP
meskipun begitu KUHAP masih berlaku sepanjang betlimur dalam
Undang-Undang Peradilan Anak tersebut. Proses Pkagidierhadap
perkara anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 188Japat
beberapa perbedaan jika dibanding dengan prosg&lpem perkara yang
diatur dalam KUHAP khususnya untuk orang dewasa baitkaitan
tentang pejabat penyidik, proses penyidikan, pemaak, penahanan,
kerahasiaan terhadap proses penyidikan, penyiditethadap anak

dibawah umur.
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Lampiran |

A. Pedoman wawancara dengan penyidik di Kepolisian Psék Piyungan
yang bernama Brigadir Danam Purwanto NRP. 81051104 da
Brigadir Habib Yuwana NRP. 81011200
1. Pak, penyidik yang ada di Kepolisian Polsek Piyamini ada khusus

penyidik anak atau campuran dengan penyidik yangamgani orang
dewasa?

2. Pak, bagaimana proses penyidikan yang ada disintaima dari kedua
kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

3. Apakah ada trik-trik khusus dalam tahapa interogagiaya si anak
mau memberikan pengakuan terkait kasus yang menyag@gar mau
memenuhi kehendak penyidik tanpa ada penekanarkgeae fisik
ataupun mental ?

4. Apakah pada saat proses interogasi dilakukan kefen@ada si anak

supaya anak mau mengakui kesalahanya?

B. Pedoman wawancara dengan tersangka yang bernama Bemara
Xidam Trijaya
1. Mas Priasmara, dulu bagaimana proses penyidikam yada alami di
Polsek Piyungan?
2. Mas Priasmara, dulu waktu anda menjalani prosegdi&an berapa

total waktu anda ditahan dari awal sampai akhir?
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3. Mas, apakah saat interogasi ada petugas yang rkalakang kurang

baik untuk anda?

C. Pedoman wawancara dengan tersangka yang bernama Mamaad

Aziz Syarifudin

1. Mas Aziz, dulu bagaimana proses penyidikan yang afedai di
Polsek Piyungan?

2. Mas, dulu waktu anda menjalani proses penyidikaagazetotal waktu
anda ditahan dari awal sampai akhir?

3. Mas, apakah saat interogasi ada petugas yang rkalakang kurang
baik untuk anda?

4. Anda kan masih di bawah umur, harusnya anda tidakah sampai
berada di LP ini walaupun anda melakukan bersamartdeman anda

yang sudah dewasa?



121

Lampiran 2
CURICULUM VITAE
Nama : Jiyanto Putro Nugroho
TTL : Sleman , 06 Desember 1990
Alamat : Babadan, kec. Ngkkpkab.Sleman, Rt: 09, Rw:40.
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan > [lmu Hukum
NIM 109340112

Riwayat Pendidikan : SD Negeri Malangrejo,Ngemplaktn, lulus tahun
2003

SMPN 1 Ngemplak, Sleman, lulus tahun 2006
SMAN 2 Ngaglik, Sleman, lulus tahun 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009- $akg

Yogyakarta, 10 Juni 2013

Jivanto Putro Nugroho
NIM. 09340112




	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	SURAT PERNYATAAN
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	PENGESAHAN SKRIPSI
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoritik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN

